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Abstract

In each phase of development, political and administrative relations are always filled one room
paradigmatic debate of public administration. One of the question, whether the public administration
is more a political act or whether he should be an activity to practice the values and managerial
considerations in the act. For some thinkers, the debate is no longer relevant and is considered
finished with the map that at the level of executive leadership, public administration is the entity with
political action. While on the lower level (bureaucracy), a professional managerial approach became
the face of public administration leadership. This paper basically not appreciate the satisfaction of
the mapping. For the writer, with a variety of environmental changes and trends of other
administrative, managerial competence is essential for top level administrators and as important as
managerial approach as practiced in midlle and lower levels of public administrators. On the other
hand, although not intend to completely reject the political approach, this paper reveals that the
style, action and leadership performance of public administrators who rely solely on political
capacity will not be able to resolve detail the complexity of a problem with the right. Therefore,
reform of government bureaucracy is necessary though, but he was not to be the best answer for the
problems of public administration, but rather reform the government itself and more specifically the
orientation of reform of public sector leadership
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Pendahuluan

Dunia yang terus berubah memun-
culkan beragam tantangan bagi organisasi,
apapun bentuk dan wujud organisasi tersebut.
Meski sebagian besar isu bukan hal baru,
konteks lingkungan yang berubah tetap
menuntut sebuah tindak perlakuan organi-
sasional sesuai konteks kekinian. Dalam
sejarah panjang pergumulan teori dan praktik
yang berkaitan dengan kehidupan organisasi,
kepemimpinan telah mencatatkan diri sebagai
isu organisasional yang terus melekat dan

memancing diskursus terkait tantangan-tan-
tangan kepemimpinan yang efektif dengan
konteks lingkungan yang ada. Kepemimpinan
serasa menjadi kunci sukses organisasi dalam
sebuah proses kontestasi yang ketat. Potret
organisasi dengan segala karakteristik dan ka-
pasitas yang teraktualisasi tidak lain meru-
pakan produk yang dapat diidentikkan dengan
kapasitas kepemimpinan (bukan sekedar
pemimpin).

* Staf Pengajar Jurusan llmu Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya



Wima Y. Prasetyo, Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik: Antara Politik dan Administrasi (Manajemen)

Mendiskusikan kepemimpinan sektor
publik tampaknya tidak kalah menariknya
(dalam beberapa dimensi bahkan jauh lebih
menarik) dibanding perdebatan konseptual
maupun praktis kepemimpinan private sector.
Apabila seorang pemimpin perusahaan secara
penuh bisa mendasarkan perilaku atau
kegiatan  organisasi  semata-mata  pada
perhitungan konkrit efektivitas dan efisiensi
organisasi sehingga hiegenis dari sebuah
proses tekanan, kompromi dan konspirasi—
dan itu dapat dengan mudah ditularkan pada
semua anggota organisasi yang juga
berkepentingan terhadap efektivitas dan
efisiensi—tidak demikian halnya dengan
kepemimpinan di sektor publik. Dalam kasus
tertentu, meskipun perhitungan efisiensi telah
merekomendasikan tindakan nyata yang harus
diambil, tidak jarang pemimpin sektor publik
justru dipaksa atau mungkin juga memaksakan
diri untuk mengambil tindakan yang ber-
lawanan dengan pilihan yang rasional-efisien.
Tarik ulur dan intervensi politik menambah
ketidakpastian (uncertainty) bagaimana seo-
rang pemimpin  harus bertindak dan
mengambil suatu keputusan tertentu karena
pada nyatanya tekanan-tekanan kekuatan
politik bisa saja menegasikan koridor-koridor
etik dan legal dari suatu keputusan yang
dibuat. Menariknya lagi, tekanan-tekanan dan
intervensi politik seringkali tidak muncul
dalam bentuk yang nyata dan terbenam di
dalam sebuah kons-pirasi yang rapi dan
kompleks. Dalam kondisi demikian pilihan
rasional bisa menjadi tidak rasional untuk
dipilih dan sebaliknya pilihan yang tidak
rasional justru bisa menjadi pilihan terbaik
untuk diambil. Keputusan yang terbaik untuk
masyarakat tidak selalu memiliki logika pem-
benaran yang linear bagi kekuatan-kekuatan
politik yang terus bersaing memberi pengaruh
pada public administrator’s top leader. Para
elite administrasi publik dalam tingkatan
eksekutif seringkali lebih tergoda dan tertarik
menggunakan  instrumen  politik  untuk

menyelesaikan persoalan masyarakat. Per-
soalan administrasi disulap menjadi sekedar
persoalan politik, sehingga pembuatan suatu
kebijakan, pelaksanaan suatu program tidak
dapat menemukan bentuknya sebagai ins-
trumen yang memang mampu bekerja dan
menyelesaikan masalah publik. Kebijakan dan
program sering hanya sebagai instrumen ajang
administrasi publik melakukan ”dramaturgi”
politik sekedar untuk menarik simpati dan
membangun status quo, ataupun memperkuat
koalisi sempit antar partai yang berujung
dengan  orgasme  politik  partisanship.
Celakanya, dramaturgi politik oleh adminis-
trator publik, dalam banyak hal telah
memakan korban kemampuan manajerial dan
teknis birokrasi pemerintah.

Lalu, apakah pendekatan kepemim-
pinan semacam ini dapat terus dipertahankan
olen seorang administrator? Dalam tataran
yang lebih luas pertanyaan tersebut dapat
diperpanjang dengan pertanyaan bagaimana
seorang administrator negara seharusnya me-
mimpin di tengah arus deras perubahan
lingkungan sektor publik? haruskah ia terjebak
pada pragmatisme politik sehingga melupakan
bahwa administrasi juga memiliki sejumlah
tantangan yang harus dijawab dengan kemam-
puan manajerial yang mengedepankan know-
ledge dan mempertemukan rasionalitas tin-
dakan dengan real problem yang ada? logika
berpikirnya adalah persoalan administrasi
tidak akan selesai begitu saja hanya dengan
kemampuan administrasi publik menampilkan
kemampuan politiknya seperti, menekan,
menggiring opini, mencari simpati, melakukan
pencitraan.

Sebaliknya, kalau dirasa pendekatan
politik telah memandulkan kompetensi teknis
administrasi  publik dalam memecahkan
masalah publik, apakah lantas kepemimpinan
administrasi publik harus mengasingkan diri
dari ”zona” politik dan harus berkonsentrasi
secara penuh pada pencarian rasionalitas
administratif dari putusan-putusan politik yang
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telah dibuat oleh lembaga lain yang meru-
pakan lembaga politik? Dalam tingkatan yang
relatif dikatakan ekstreem, akankah Kkita
kembali pada reproduksi konsep ideal Weber
dengan mengadaptasikan konsep birokrasi ke
dalam level eksekutif pemerintahan? Bagi
sebagian pemikir hal tersebut bukanlah pilihan
karena tindakan politis administrasi publik
adalah suatu keniscayaan dan kewajaran
karena top eksekutif administrasi adalah jelas
merupakan jabatan dengan proses rekuitmen
politis.

Kontroversi yang melibatkan interaksi
pendekatan dan penggunaan kekuasaan politik
dengan pendekatan yang mengedepankan
kinerja berdasarkan kapasitas manajerial, pada
dasarnya (kembali) menyeret kita pada suatu
episode historis paradigmatik yang memper-
debatkan hubungan politik dan administrasi.

Tulisan ini berusaha mendeskripsikan
dan memaparkan konstruksi ide kepemim-
pinan sektor publik atau administrasi publik
dengan menelaah kembali struktur relasi
politik dan administrasi secara paradigmatik
serta respon seharusnya terhadap kecen-
derungan perubahan lingkungan yang terjadi.
Administrasi publik dalam konteks tulisan ini
tidak sekedar dipahami sebagai level birokrasi,
melainkan juga menunjuk pemerintah itu
sendiri.

Relasi Politik dan Administrasi Dalam
Tinjauan Paradigmatik

Dalam sejarah kelahiran dan evolusi
ilmu administrasi publik, perdebatan tentang
struktur dan konfigurasi relasi politik dan
administrasi menjadi tema abadi yang bahkan
hingga dewasa ini belum mendapatkan
kesepakatan final. Dalam setiap paradigma
yang berkembang, relasi politik dan adminis-
trasi selalu mendapat tempat tersendiri untuk
didiskusikan. Tidak berlebihan, jika per-
debatan tersebut kemudian menjadi ide-ide
konstruktif yang melahirkan paradigma-
paradigma tertentu.
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Ketika ilmu administrasi masih dalam
fase embrio, praktek penyelenggaraan peme-
rintahan yang menginteraksikan politik dan
administrasi pun sudah jamak terjadi. Sebut
saja di negeri yang melahirkan ilmu
administrasi publik, USA, ketika Andrew
Jackson (melahirkan Jacksonian) menjadi top
administrator.  Jackson secara  normatif
menyepakati  dilakukannya separation of
power Dberdasarkan ajaran trias politica.
Kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan
antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Logika berpikir tersebut menem-
patkan kekuasaan  eksekutif  bersifat
administratif yang menjalankan keputusan-
keputusan politis. Namun demikian pada
prakteknya, Jackson justru  menjadikan
wilayah eksekutif sebagai arena kekuasaan
politiknya. Dengan kekuatan tersebut Jackson
mulai berorientasi melebarkan domi-nasinya
melalui pemenangan-pemenangan strategis
kepentingan politiknya tidak terbatas pada
domain eksekutif, tetapi juga pada domain
birokrasi, legislatif dan yudikatif. Di berbagai
unit kekuasaan tersebut, Jackson banyak
menempatkan, merekrut dan menggalang
orang-orang yang dipandang mampu mem-
perkuat kekuatan  politiknya dan mampu
menghadang lawan politiknya. Koneksi politik
demikian  menggerogoti  eksekutif  dan
birokrasinya yang menjadi sangat
partisanship.

Ketika masa berganti, Woodrow
Wilson juga menyoroti secara khusus relasi
politik dan administrasi. Bahkan pemikiran
wilson berstatus fundamental bagi kelahiran
ilmu administrasi. Pemikirannya menolak
ajaran trichotomy dan menegaskan perlunya
dilakukan dichotomy antara politik dan
administrasi. Wilson menginginkan peme-
rintahan dijalankan dengan ilmu, gaya,
pemikiran, pendekatan, praktek dan tindakan
administrasi bukan tindakan politik. Meng-
gerakkan roda pemerintahan tak ubahnya
seperti  menjalankan  organisasi-organisasi
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bisnis di mana efektivitas, efisiensi, mana-
gerial skill menjadi titik tekannya. Dalam
essainya, Wilson mengatakan, ”...Adminis-
tration is the most obvious part of government,
it is government in action, it is the executive,
the operative, the most visible of govern-
ment....Administration is the activity of the
state in individual and small things, the
province of the technical official..... .

Wilson mendapat dukungan luas pada
masa itu bahkan menjadi pemikiran tunggal
yang mendominasi periode awal perkem-
bangan ilmu administrasi. Munculnya buku
text per-tama dalam ilmu administrasi publik,
Introduction to the study of public adminis-
tration karya Leonard D. White, kembali
memberi penekanan akan pentingnya fungsi
manajerial dalam administrasi publik. Leonard
D. White (dalam Shafritz dan Hyde, 1997)
mendefinisikan public administration as the
management of men and materials in the
accoplishment of the purposes of the state. It
relates the conduct of government business to
the conduct of the affairs of any other social
organization. Definisi tersebut secara terang
benderang menunjukkan bahwa aktivitas
administrasi  publik adalah aktivitas mana-
jemen, yakni execution, bukan aktivitas politik
sekali-pun D. White mengakui bahkan men-
syaratkan bahwa untuk melakonkan peran
tersebut administrasi publik wajib berinteraksi
dengan aktivitas dari political branch (satu hal
yang dalam hal tertentu juga diakui oleh
Wilson).

Ketika paradigma administrasi terus
berkembang, tampaknya perdebatan akademik
seputar relasi politik dan administrasi tak kun-
jung surut. Setelah mengalami arus balik pada
paradigma ketiga Nicholas Henry (2008),
administrasi sebagai ilmu politik, administrasi
publik cenderung menjadi ilmu dan praktik
yang bebas nilai serta menjauh dari hingar
bingar politik untuk kemudian lebih fokus
pada persoalan-persoalan organisasi. Gerakan
yang cukup revolusioner dengan label New

Public Administration Movement pada akhir
dekade 1960-an kembali melakukan gugatan
terhadap netralitas administrasi publik yang
tampaknya tidak memberikan kontribusi ter-
hadap berbagai permasalahan kenegaraan dan
kemasyarakatan yang muncul pasca perang
dunia. Administrasi publik kembali dipaksa
masuk dalam ranah politik di mana ia harus
memiliki set of value, ethic dan kekuatan
moral. Pemilihan nilai, alokasi nilai dan
keberpihakan pada moral tertentu adalah
proses yang cenderung lebih dekat dengan
aktivitas politik. Semua atribut tersebut harus
teraktualisasi dalam produk kebijakan yang
ada. Untuk menggaransinya, maka ad-
ministrasi publik juga dituntut berperan tidak
saja dalam policy implementation melainkan
juga pada proses policy formulation. Adminis-
trasi publik pun semakin kental dengan proses
dan kegiatan politik. Pertanyaan-pertanyaan
moral dan social equity selalu mengikuti
tindakan administrasi untuk memberi koridor
legal bagi aktivitas politik administrasi publik.

Sebagai periode transisi pergeseran
antara classic public and contemporer public
administration, gerakan new public adminis-
tration tampaknya juga tidak sepenuhnya
memuaskan banyak pihak. Lambannya dan in-
efisiensi tindakan administrasi karena domi-
nasi peran serta luasnya lapangan yang harus
dicakup sebagai implikasi konsep welfare
state, mendorong para ahli dan praktisi
mereposisi  peran  administrasi  dengan
pendekatan-pendekatan yang based on
managerialism pada dekade 1980--1990an.
Arus balik dan gelombang pemikiran yang
menekankan pada pendekatan-pendekatan
manajerial, kembali menghinggapi adminis-
trasi publik. Gaya dan perilaku politik yang
dilakonkan  ”top  public  administrator”
dipandang hanya mereduksi dan memandulkan
kapasitas pencapaian efektivitas dan efisiensi
administrasi publik.

Paradigma governance, yang tam-
paknya saat ini menjadi konsensus ilmiah
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tentatif, juga tidak mampu melepaskan diri
dari perdebatan panjang pola relasi adminis-
trasi (manajerial) dan politik. Sebagai ahli
lebih memandang governance dari sisi politik
dengan mengkaitkannya dengan konsep-
konsep demokrasi, deliberative public admi-
nistration, atau juga civil society. Sebagian
yang lain lebih memahaminya dan mensya-
ratkan ~ munculnya model-model  teknis
networking bagi bekerjanya governance.
Governance bukan hanya nilai untuk mendu-
dukan aktor non pemerintah secara selaras,
tetapi juga menkonstruksikan bagaimana
model teknis yang tepat untuk mendudukan
aktor tersebut. So, governance is just not only
political comitment but also managerial
knowledge making it works.

Telaah dari berbagai uraian tersebut di
atas menunjukkan bahwa relasi politik dan
administrasi dari tindakan administrasi publik
merupakan perdebatan panjang yang bahkan
selalu hadir dalam paradigma administrasi
yang berkembang. Pada satu sisi, muncul
keinginan untuk menjadikan administrasi
publik sebagai management based activity.
Pandangan pada sisi yang lain menghendaki
perilaku politik dari sosok administrasi publik.

POLITIK dan
ADMINISTRASI
(1990an-sekarana)

ADMINISTRASI
(1980an-1990an)

POLITIK dan
ADMINISTRASI
(1970-1980an)

POLITIK ADMINISTRASI
(1950-1970-) (1956-1970-)

ADMINISTRASI
(1900-1930an)

Relasi Politik-Administrasi dan
Problematika Kepemimpinan

Pasang surut konfigurasi relasi politik
dan administrasi bukan sekedar realitas
akademik melainkan juga menjadi potret
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dinamis administrasi publik pada tataran
empirik. Konstruksi ideal kepemimpinan ad-
ministrasi publik segera menjadi pertanyaan
besar yang muncul, “bagaimana kepe-
mimpinan administrasi publik harus dila-
konkan?  politik ataukah  administratif-
manajerial yang harus dipilih? atau dalam
redaksi yang lebih provokatif, pertanyaan
Svara (dalam Raffel, 2009) “are elected
executives needed to achieve account-ability
to citizens ?” dapat pula diajukan.

Pada kenyatanya banyak pandangan
yang tidak secara eksplisit menawarkan satu
pilihan dengan menolak pilihan yang lain.
Paparan Rosenbloom (1989) juga mengungkap
bahwa administrasi adalah integralisasi pema-
haman dari tiga pendekatan yang memiliki
konsepsi dan konstruksi nilai yang berbeda,
yakni politik, manajemen, dan legal context.

Dengan begitu pertanyaan yang harus
dijawab adalah, “kalaupun keduanya harus
dipilih, bagaimana konfigurasi idealnya?
Menjawab pertanyaan tersebut, banyak pan-
dangan yang lantas mengaitkannya dengan
jenis atau bentuk dan level administrasi yang
ada. Kumorotomo (2005) dengan mengikuti
pemikiran  Thoha (2004) mengungkap
perlunya pemetaan jabatan atau wilayah
politik dan administrasi dengan pembedaan
antara lembaga pemerintah yang berbentuk
departemen dan lembaga pemerintah yang
non-departemen.

Untuk  departemen  (kemen-terian
dengan portfolio), pejabat dari partai politik
dipandang lebih tepat menjadi pemimpinnya.
Sementara untuk Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND), lebih tepat dipimpin dari
kalangan profesional. Pemetaan ini sekaligus
membedakan jabatan politik dan administrasi
(karier atau profesional) berdasarkan level
administrasi, yakni jenjang top administrator,
midle of administration dan  lower
administration level.
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Jabatan Politik dan Birokrasi dalam
Struktur Departemen Pemerintah

Menteri le—Political appointees

v v v

Sekjen Dirjen Irjen
(birokrat karir) (birokrat karir) (birokrat karir)

Jabatan Birokrasi dalam Struktur LPND

Kepala LPND Pakar/Birokrat
Profesional
v ) l
Deputi | Deputi 11 Deputi 111

(birokrat karir) (birokrat karir) (birokrat karir)

Sumber : Thoha (2004), Kumorotomo (2005)

Kepemimpinan administrasi  publik
pada level top executive dipandang lebih
merupakan wilayah politik karena keberadaan
dan keabsahannya dilakukan melalui proses
politik. Jabatan dan lingkup pekerjaannya pun
dipandang merupakan political action, seperti
misalnya artikulasi kepentingan publik, pe-
rumusan atau pembuatan kebijakan. Dalam
level tersebut, top administrator dimaklumi
bahkan dituntut bertindak layaknya seorang
politisi dengan menggunakan berbagai sumber
otoritas politiknya.

Masih menurut Thoha (2004) dan
Kumorotomo (2005), untuk middle of
administration baik pada lembaga departemen
maupun non-departemen, ditempati sepenu-
hnya oleh orang-orang profesional atau
birokrat karier.

Dari pandangan tersebut, intinya
politik tetap menjadi identitas tindakan
administrasi  karena memang  sebagian
administrator—Ilevel executive—dibentuk me-
lalui pilihan-pilihan dalam sebuah proses
rekruitmen politik (terutama pada lembaga

dengan bentuk Departemen, sekarang Kemen-
terian). Dengan jabatan yang didudukinya
secara politik, maka jelas pemimpin
administrasi juga akan menjalankan tugas-
tugasnya dengan pendekatan politik. Pema-
haman proses perumusan kebijakan sebagali
proses politik menguatkan pembenaran tin-
dakan politik administrasi publik yang ten-
tunya tidak relevan lagi untuk diperdebatkan
sepanjang fungsi  perumusan kebijakan
melekat pada administrasi publik. Dengan
posisi tersebut, administrasi publik merupakan
collective political actors yang memungkinkan
sekali melakukan identifikasi masalah dan
konstruksi kebijakan berdasarkan skenario-
skenario, manuver-manuver politik entitas
yang partisan. Entitas yang dimaksud dalam
hal ini adalah entitas kelompok dan kekuatan
politik yang membentuk administrasi publik
yang dapat berupa single mayority ataupun
strong coalicy. Pemimpin administrasi publik
adalah pemimpin atas semua aktivitas politik
tersebut di dalam tubuh administrasi publik.
Pertanyaanya kemudian lantas, bagai-
mana dengan tuntutan kepemimpinan adminis-
trasi publik yang lebih mengarah pada kapa-
sitas manajerial dan profesional, yang menye-
lesaikan masalah dengan knowledge tidak
dengan negosiasi politik? tawaran teoritik
yang muncul adalah dengan meletakkan
permasalahan manajerial sebagai perma-
salahan yang lebih berada pada level middle
administration yang kemudian secara tech-
nical dioperasionalkan oleh lower adminis-
tration. Dalam pandangan Kumorotomo,
dengan memetakan persoalan relasi politik dan
administrasi ke dalam jenjang hierakhis
administrasi, perdebatan politik dan adminis-
trasi dalam kepemimpinan administrasi publik
dipandang selesai dan terpecahkan. ldentitas
aktivitas politik dan administrasi tetap dapat
diper-tahankan untuk merepresentasikan sosok
ad-ministrator publik. Dikotomi politik dan
administrasi dipandang telah terkubur dalam
tumpukkan sejarah pemikiran administrasi.
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Banyak pendapat senada lainnya yang
juga telah menganggap tindakan dan perilaku
politik dari administrasi publik sebagai suatu
pandangan final. Artinya, tidak ada yang salah
dengan tindakan dan pendekatan politis
administrasi publik dan managerial compe-
tency lebih ditempatkan pada second level
dalam sebuah struktur piramida administrasi
publik, yang berarti pula menghambakan diri
pada politik (politic as a god for administrator
activity). Benarkah konfigurasi ini ideal dan
menjadi pilihan yang tidak tergugat ?.

Bagi penulis, ada sederetan fakta dan
argumen yang menyajikan berbagai kekha-
watiran jika administrasi (baca: pendekatan
manajerial) memang benar-benar hanya men-
jadi second activity dan yang hanya menem-
pati second level dari aktivitas politik di dalam
tubuh administrasi publik. Alangkah naifnya
jika manuver politik apapun dari administrator
negara mendapat pemakluman hanya karena
jabatan mereka yang diperoleh melalui meka-
nisme politik. Dalam bagian-bagian tertentu,
barangkali dalam bagian terbesar, kegiatan-
kegiatan administrator negara level eksekutif
(presiden dan kabinet) adalah deretan peker-
jaan yang harus diselesaikan dengan know-
ledge, dengan kompetensi, dengan kapasitas
pengumpulan dan analisis data, dengan ke-
mampuan menangkap evidence, tidak sekedar
dengan tindakan yang lebih banyak dilakukan
melalui perhitungan untung rugi berdasarkan
realitas afiliasi politis. Tekanan berlebihan
pada pilihan pendekatan politik hanya akan
menciptakan  kepemimpinan  administrasi
publik yang pandai bersilat lidah, provokatif,
sok kuasa, cermat memainkan suasana batin
dan perhatian publik, pandai meredam amarah
publik tanpa menyelesaikan masalah yang
sesungguhnya. Kepemimpinan administrasi
publik hanya mementingkan image kekua-
saannya tanpa kapasitas riil menggunakannya.

Menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk tidak meletakkan persoalan-persoalan
manajerial sebagai masalah birokrasi belaka.

138

Level eksekutif (baik Presiden maupun
Menteri) dalam porsi yang tidak dapat
dikatakan kecil juga harus memiliki dan
menggunakan kemampuan manajerial. Ketika
fungsi manajerial dianggap hanya menjadi
tanggung jawab birokrasi, sementara political
frame menjadi kredo tunggal bagi level
eksekutif pemerintah maka yang terjadi adalah
profesionalisasi yang berlangsung dalam tubuh
birokrasi pada satu sisi tidak akan banyak
memberi manfaat dan dampak bagi perbaikan
kinerja sektor publik —yang kemudian memu-
ngkinkan aspek profesionalitas tidak menjadi
sesuatu yang dianggap penting— dan pada sisi
yang lain akan menciptakan ketergantungan
yang berlebihan serta kerentanan birokrasi
untuk mengalami politisasi oleh pemerintah
(mengalami tindak perlakukan organisasional
sesuai  pragmatisme kepentingan  politik
pemerintah). Dalam konteks yang demikian,
administrasi publik telah begitu rentan dan
parah terinfeksi penyakit-penyakit politik
partisan.

Tuntutan-tuntutan profesionalisme se-
lama ini terkesan salah alamat ketika hanya
ditujukan pada birokrasi semata. Tanpa dite-
kan sedemikian rupa, sebenarnya birokrasi
memang dari konsep idealnya memiliki
kecenderungan ilmiah karena memang tugas
utama mereka adalah public service dengan
metode yang sebaik mungkin. Birokrasi
menjadi tidak profesional dan tidak netral
ketika kepentingan-kepentingan politik peme-
rintah terus mendapat ruang ekspansif dan
telah demikian dalam mengintervensi netra-
litas birokrasi itu sendiri.

Kembali ke pokok persoalan, peme-
rintah tidak bisa dibiarkan begitu saja dan
dibenarkan sepenuhnya jika mengambil se-
buah tindakan hanya dengan pertimbangan-
pertimbangan politik. Sungguhpun proses pe-
nentuhan pilihan tersebut adalah proses
politik, tetapi pendekatan manajerial dengan
perhitungan rasional yang jelas juga harus
menjadi dasar yang menyertai proses pem-
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buatan kebijakan. Jabatan menteri sungguhpun
diisi melalui proses politik, tetapi tidak
seharusnya secara mutlak dipahami sebagai
jabatan politis karena memimpin departemen
membutuhkan kecakapan dan kompetensi
manajerial. Pengisian jabatan menteri memang
proses politik, tetapi memimpin departemen
dengan segala perangkat formalnya adalah pe-
kerjaan manajerial. Pelaksanaan pekerjaan
politik tidak selalu harus dengan cara-cara dan
pendekatan politik. Memilih menteri dalam
penyusunan kabinet adalah hak prerogatif
politis presiden, tetapi bukan berarti harus
menggeser pertimbangan-pertimbangan rasio-
nal yang mengedepankan kemampuan, kom-
petensi, kecakapan, kredibilitas. Tingkat
pemenuhan tuntutan aspek manajerial pada
gilirannya juga akan memberi pengaruh pada
kepercayaan politik masyarakat. Dengan kata
lain, tuntutan politis sebenarnya akan
terpenuhi ketika kapasitas manajerial diopti-
malkan secara profesional.

Secara konseptual dan teoritik, ide dan
gagasan ini mungkin dianggap sebuah ke-
ganjilan karena mengangkat kembali isu di-
kotomi politik dan administrasi yang tam-
paknya bagi sebagian besar kalangan dianggap
sudah terkubur. Atau mungkin ide tersebut
dipandang utopis karena membangkitkan
kembali pemikiran kaum “orthodoxy” yang
secara ekstrem melimitasi pengaruh politik
dalam administrasi publik. Meski dipandang
”aneh” atau bahkan tidak relevan, reduksi
penggunaan pendekatan politis atau setidaknya
penyeimbangan kemampuan politis dan mana-
jerial bagi kepemimpinan administrasi publik
di masa mendatang justru akan banyak
menjadi  kunci kemampuan kepemimpinan
sektor publik menjawab masalah-masalah
praktis masyarakat.

Konsep-konsep dan kajian teoritik
tentang teknologi administrasi (meminjam
istilah Islamy, 2004) menunjukkan kecen-
derungan banyaknya instrumen konseptual
yang dapat digunakan untuk meningkatkan

performance sektor publik dari sisi manajerial
tanpa harus menghambakan (dan sekaligus
mengabaikan) diri secara total pada proses
politik. Sektor publik dimaksud tidak dapat
dipahami secara sempit sebagai domain
birokrasi melainkan juga administrasi publik
secara luas yang dalam hal ini termasuk juga
pemerintah (top level public administrator).
Bahkan, top level public administrator inilah
sebenarnya titik Kkritis yang harus secara
revolutif direformasi, bukan birokrasi semata.
Tawaran paradigmatik dari Osborne dan
Gebler (1992) tentang Reinventing Govern-
ment secara jelas meletakkan pemerintah
sebagai lokus dan fokus upaya reformasi,
namun demikian patut disayangkan seringkali
pemikiran tersebut mengalami reduksi bahkan
untuk secara sempit sekedar diarahkan hanya
pada birokrasi, bukan pemerintah yang
semestinya.

Seringkali yang terjadi dalam konteks
akademik maupun praktis, reformasi sektor
publik diselewengkan dan direduksi hanya
pada level birokrasi, misalnya dengan marak
mun-culnya istilah-istilah reformasi birokrasi,
inovasi birokrasi, kewirausahaan birokrasi.
Tentu hal tersebut tidak salah, tetapi jelas
reformasi administrasi publik membutuhkan
ranah dan domain yang lebih luas dari hal
tersebut dan lebih menjadi inti dari persoalan
yang sesungguhnya.

Birokrasi, untuk banyak hal, harus rela
menjadi sasaran tembak sebagai biang
kegagalan sektor publik. Padahal di sisi lain,
banyak fakta membuktikan bahwa ketidak-
berdayaan birokrasi adalah bersumber pada
praktik politisasi pemerintah (level eksekutif)
yang tidak cakap.

Ketakutan Berlebihan Pada pendekatan
Manajerial

Disadari sepenuhnya bahwa pemikiran
yang memandang administrasi publik juga
sebagai proses aktivitas politik adalah main-
stream yang tampaknya semakin menguat
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sejak kritik tajam meruntuhkan kalangan
orthodox sekitar tahun 1940an (Frederickson,
2003) ataupun sebagaimana juga kritik atas
new public management. Gugatan pemikiran
dalam tulisan ini juga tidak dimaksudkan
untuk melucuti eksitensi pendekatan politik.
Tetapi dominasi politik yang tidak disertai
dengan  kecakapan  manajerial  sosok
administrator publik, jelas menjadi bencana
besar bagi kinerja administrasi publik.

Celakanya, kondisi itulah yang saat ini
tergambar jelas dari potret wajah administrator
publik, khususnya di Indonesia. Banyak
contoh menunjukkan betapa pemerintah (Pre-
siden dan kabinetnya) banyak menghadapi dan
berusaha menyelesaikan persoalan adminis-
trasi publik hanya dengan cara-cara politik dan
diorientasikan untuk kepentingan politik
penguasa. Penanganan terorisme dipolitisasi,
pemberantasan korupsi diseleksi sesuai kepen-
tingan politik, penanganan pengemplang pajak
negara pasang surut sesuai tingkat kemesraan
partai koalisi, pengguliran program pembang-
unan digunakan sebagai alat promosi politik,
bahkan hingga penanganan bencana juga tidak
luput digunakan senjata politik untuk
mendukung ataupun menyerang lawan politik
adalah deretan panjang bukti dominannya
penggunaan cara dan pendekatan politik oleh
administrasi publik.

Padahal di sisi lain, persoalan-per-
soalan tersebut adalah persoalan yang harus
diselesaikan administrasi  publik dengan
tuntutan kapasitas manajerial yang dari waktu
ke waktu semakin besar. Ketika budaya politik
atau lebih  khususnya perilaku politik
demokrasi belum sepenuhnya terbangun,
sementara di sisi lain top administrator lebih
tertarik menggunakannya ketimbang pertim-
bangan rationalitas, maka banyak persoalan
negara yang hanya akan menjadi obyek
kompromi, negosiasi, dan deal-deal” politik
tanpa keinginan untuk benar-benar menyele-
saikannya sebagai sebuah masalah.
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Di saat politik sendiri belum mampu
mendewasakan kinerja demokrasi yang di-
usungnya, tampaknya administrasi harus
bersikap lain dari sekedar menjadi kepan-
jangan tangan penguasa politik. Administrator
publik, bahkan yang terpilih melalui proses
politik, mutlak harus menyeimbangkan ke-
kuatan politiknya dengan kecakapan mana-
jerial. Penggunaan instrumen politik untuk
memecahkan semua masalah pemerintahan,
justru akan kontraproduksi bagi kinerja secara
keseluruhan administrasi publik. Tentu kese-
pahaman seperti dimaksud akan terbangun jika
kita terlebih dahulu sepakat memahami admi-
nistrasi publik tidak hanya urusan birokrasi
melainkan juga yang utama adalah pemerintah
atau government, dan pemerintah tidak cukup
memerintah dengan sekedar mengandalkan
kapasitas politiknya.

Terdapat kekhawatiran yang kemudian
mendasari kuatnya pemikiran, tindakan dan
praktek politik oleh administrasi publik.
Secara konseptual, aktivitas politik adminis-
trator negara diakui karena peran pentingnya
tidak hanya sekedar dalam urusan eksekusi
kebijakan melainkan peran dalam meru-
muskan kebijakan. Peran baru administrator
negara tersebut (setelah dekade 1940-1950an)
bahkan dipandang sebagai kemajuan luar biasa
bagi disiplin ilmu administrasi di mana
administrator tidak hanya menjadi robot pelak-
sana keputusan politik. Terdapat kekhawatiran
pada saat itu, pendekatan manajerial hanya
akan menjadikan administrator negara sebagai
robot tanpa kreasi inisiatif. Kekhawatiran dan
keluhan lain adalah pilihan manajerial hanya
akan menjadikan administrator negara bebas
nilai, sementara pada sisi lain efektivitas dan
efisiensi yang dilekatkan dengan pendekatan
manajerial dipandang tidak sesuai dengan
sektor publik (baca: pemerintah). Bagi penulis,
kekhawatiran tersebut cukup berlebihan jika
kemudian menjadi orientasi untuk lebih
mengedepankan pilihan-pilihan politik di-
banding pilihan manajerial. Tidak selamanya
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pilihan manajerial lebih buruk ketimbang
pilihan politis, sehingga tidak selamanya
pendekatan manajemen harus dipandang
sebagai second level and choice. Pendekatan
manajerial berada pada level yang sama dan
dalam derajat kepentingan yang sama dengan
pendekatan politik. Bahkan, profesionalisasi
kapasitas sektor publik seharusnya lebih
dikaitkan dengan kemampuan manajerial
administrator negara yang terefleksi dalam
keputusan-keputusan yang logis, rasional,
akurat, sesuai permasalahan, sistematis, koo-
peratif, yang bahkan harus bebas dari bias
pertimbangan politik yang partisan dan
oppotunis.

Tidak beralasan jika kemudian pen-
dekatan manajerial dihadapkan secara ber-
lawanan dengan keberpihakan dan keadilan
karena operasionalisasi konsep efektivitas dan
efisiensi (yang dipandang menjadi nilai dasar
pendekatan manajerial) dapat direkonstruksi
dengan karakter sektor publik. Konsep
efektivitas dan efisiensi bukanlah adopsi
secara mentah dari konsep yang diterapkan
pada sektor swasta. Secara alamiah pun,
Simon (2007) sudah mengatakan bahwa
rasionalitas perilaku ad-ministratif manusia
sudah pasti akan mengalami berbagai limitasi
(bounded rationality). Pemikiran tersebut
adalah keniscayaan untuk melakukan adaptasi
operasionalisasi pendekatan manajerial dengan
nilai efektivitas dan efisiensi ke dalam sektor
publik.

Inovasi  Sektor  Publik:
Tuntutan Kompetensi
Pemerintah

Dalam beberapa dekade terakhir, per-
kembangan administrasi publik terutama di
negara-negara maju diwarnai dengan jamak
bermunculannya pemikiran-pemikiran yang
menawarkan model-model konseptual inovasi
Kinerja agen-agen organisasi publik, terutama
aspek kepemimpinannya. Meski muncul juga
kritik yang menyatakan bahwa administrasi

Keniscayaan
Manajerial

publik hari ini terlalu sibuk dengan teknologi
administrasi, tetapi pada nyatanya memang
perkembangan-perkembangan seperti itulah
yang dibutuhkan untuk mereformasi wajah
buram administrasi publik. Di Negara maju,
model-model yang harus diakui sebagali
proponen paradigma New Public Manage-
ment, Governance, dan New Public Service,
telah menceritakan optimisme yang beralasan.
Di pihak lain, Negara berkembang termasuk
Indonesia, masih harus bekerja keras untuk
menghadirkan succes story.

Pernyataan di atas, tentu tidak dimak-
sudkan untuk melegalisasi pilihan secara
paradigmatik. Yang hendak ditegaskan adalah
bahwa jebakan politisasi praktis dari para top
level public administrator justru menempatkan
negara-negara berkembang pada perangkap
ketidakmampuan melakukan inovasi. Padahal
di sisi lain, inovasi adalah kunci keberhasilan
organisasi publik ke depan. Sekalipun masih
banyak pandangan yang mengabaikan penting-
nya inovasi bagi sektor publik karena tidak
adanya masalah ancaman akan kelangsungan
organisasi, Muluk (2008) menyebut bahwa
dalam era desentralisasi yang membawa
dampak sertaan berupa tuntutan kreatifitas dan
kompetisi antar daerah dalam pelayanan
publik telah melahirkan kebutuhan untuk
melakukan inovasi. Konsekuensi penghapusan
daerah otonom yang tidak mampu menyeleng-
garakan layanan publik yang baik juga
memunculkan masalah kelangsungan organi-
sasi sebagai ancaman organisasi publik
sehingga menguatkan keniscayaan akan
pentingnya inovasi. Lagipula, berkaca pada
pendapat Carter et.al (1992), tidak ada satu
organisasi publik pun yang secara ekstrem
terbebas dari kompetisi. Sekecil apapun
tingkatnya, organisasi publik tetap berada
dalam ruang kompetisi.

Kondisi tersebut adalah tantangan
sekaligus tuntutan bagi kinerja administrasi
publik yang sudah barang tentu tidak akan
pernah terwujud ketika kepemimpinan ad-
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ministrasi publik hanya tergoda untuk memilih
cara-cara atau pendekatan politik sebagali
sumber kekuasaannya dan mengabaikan
persoalan managerial.

Inovasi adalah tantangan kepemipinan
sektor publik untuk mengedepankan kapasitas
manajerial, meski tidak sama sekali mening-
galkan kapasitas politiknya. Justru dalam
kontek tersebut, kemampuan politik digunakan
hanya untuk menggaransi terbangunnya sistem
manajemen yang efektif. Garansi tersebut dila-
kukan dengan penguatan komitmen dan du-
kungan politik untuk manajerialisme adminis-
trasi publik.

Tuntutan inovasi membawa rentetan
Kinerja organisasi untuk mau tidak mau
menghadirkan kapasitas manajemen peng-
etahuan (knowledge management) karena
knowledge management inilah yang menjamin
organisasi memiliki kemampuan inti sebagai-
mana dipersyaratkan untuk keberhasilan
inovasi.

Kemampuan dan keberhasilan inovasi,
termasuk juga di dalamnya kemampuan mana-
jemen pengetahuan, sangat ditentukan oleh
kinerja kepemimpinan. Kepemimpinan yang
mendukung proses inovasi merupakan syarat
utama bagi terjadinya inovasi administrasi
publik (Muluk, 2008). Pemikiran yang kurang
lebih sama juga tertuang dalam Borin (dalam

Osborne dan Brown, 2005) misalnya
ketika menyebut new organizational leader-
ship sebagai stimuli utama untuk terjadinya
inovasi dalam organisasi. Artinya, kepemim-
pinan memegang peranan penting untuk bisa
menjadi  “trigger” ataupun stimulus bagi
terjadinya inovasi yang pandang sebagai kunci
utama keberlangsungan dan kesuksesan
organisasi. Leadership mengenalkan, mem-
bawa, dan menentukan kemampuan organisasi
berinovasi. Dalam konteks yang demikian,
kepemimpinan tidak lagi sekedar “influen-
cing” melainkan juga “transforming” melalui
kreasi serangkaian nilai dasar yang menjadi
visi organisasi.
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Disebutkan pula bahwa kepemimpinan
dimaksud tidak hanya mengarah pada adanya
pemimpin yang mendukung inovasi tetapi juga
melibatkan adanya arahan strategi proses
inovasi yang menjadi landasan operasional
proses inovasi bagi seluruh elemen organisasi.
Pendapat di atas memberi makna bahwa
kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan bu-
kanlah sekedar kemampuan politik pemimpin,
bukanlah sekedar kemauan politik pemimpin
melainkan juga kemampuan pemimpin mem-
beri inspirasi dan arahan substansi, arahan
sistemik dan teknis untuk mengawal dan
memimpin proses inovasi itu sendiri.

Kepemimpinan yang terjerat pada
sekedar kepentingan praktis politik tidak akan
mampu mengantarkan organisasi mencapai
keberhasilan inovasi yang sesungguhnya.
Kemampuan manajerial untuk memahami
kompleksitas detail organisasi, kemampuan
menganalisis kebutuhan inovasi, dan kemam-
puan menyusun strategi dan blue print inovasi
adalah kunci yang jauh lebih penting ketim-
bang sibuk menggunakan instrumen-instrumen
politik. Lebih parah lagi instrumen politik
yang digunakan hampir selalu bersifat
pencitraan fiktif, hipokrit, retorika, kom-
promistis, dramaturgi, partizanship.

Kiranya kapasitas  kepemimpinan
sektor publik ke depan, dalam hal ini top
executive administrator, juga harus diorien-
tasikan pada pemenuhan tuntutan kapasitas
kepemimpinan yang digambarkan dalam
penelitian Ingraham dan Taylor (2004), yakni
meliputi leading change, leading people,
result driven, business acumen, and building
coalition/communication. Kompetensi mem-
bangun koalisi atau komunikasi barangkali
tetap menjadikan kapasitas politik seorang
pemimpin dibutuhkan, tetapi itu hanya satu
diantara kompetensi lainnya yang lebih
menuntut penyeimbangan antara kapasitas
manajerial dan politik.

Kepemimpinan yang sepenuhnya di-
gerakkan oleh kemampuan politik berupa
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pencitraan dan dramaturgi politik dengan for-
malisme simbolik, kemampuan eufemisme
terhadap cara-cara kooptatif, kompromi dan
politik “dagang sapi”, tidak akan mampu
menyelesaikan tantangan-tantangan kekinian
dan masa depan yang semakin menuntut ke-
mampuan substantif, kemampuan inti ad-
ministrasi publik. Kalau kondisi tersebut yang
terjadi maka akan menjadi sia-sia setiap upaya
untuk menjadikan birokrasi profesional karena
profesionalisme tidak hanya menjadi tuntutan
bagi birokrasi tetapi juga pemerintah sebagai
top level administrator. Kepemimpinan yang
inovatif mutlak dibutuhkan sekalipun oleh
pemimpin-pemimpin  puncak administrasi
yang lebih beroperasi dan dipilih secara
politik.

Pertimbangan-pertimbangan politik
praktis akan menjadikan praktik kepe-
mimpinan hanya berorientasi pada pembagian
dan siasat kekuasaan, bukan pada penyelesaian
konkret masalah-masalah publik. Karenanya,
pada level kabinet pemerintah, istilah zaken
kabinet (kabinet ahli) —yang dulu pernah
diterapkan pada masa orde lama— barangkali
akan menjadi tuntutan yang kembali
mengemuka.

Kesimpulan

Tulisan ini tidak secara khusus
bertujuan membuat jelas pola relasi politik dan
administrasi dalam kepemimpinan adminis-
trator publik. Pemikiran lebih diarahkan untuk
menggugah dominasi liar pendekatan politik
yang menegasikan kapasitas manajerial ke-
pemimpinan administrator publik. Pekerjaan
administrasi bukanlah pekerjaan politik semata
sehingga mengelola negara sebagai organisasi
terbesar juga tidak sekedar membutuhkan
kapasitas politik. Top level administrator
sekalipun merupakan pejabat-pejabat politik
tetapi mutlak dilengkapi dengan kemampuan
manajerial untuk menyelesaikan masalah-
masalah secara profesional, obyektif, dan
efektif dan efisien tanpa mengabaikan nilai-

nilai demokratisasi. Perkembangan dalam
tataran akademik dengan munculnya evidence
based policy, rational policy, system thinking
and dinamic, inovasi sektor publik hingga
knowledge  management adalah  suatu
keniscayaan yang menunjukkan bahwa admi-
nistrator’s managerial knowledge adalah suatu
kebutuhan, tidak hanya wuntuk birokrasi
pemerintah tetapi juga untuk kepemimpinan
tertinggi pemerintah itu sendiri.
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